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ABSTRAK 
 
 
 

PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT  
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK 

Oleh: 
ALFINA NOVITA SARI 

 

Pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat merupakan instrumen penting 
dalam administrasi kepelabuhanan untuk menjamin tertib administrasi, 
keselamatan operasional, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kegiatan 
bongkar muat di pelabuhan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 66 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta pengaturan sistem perizinan 
berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. 
Kegiatan usaha bongkar muat termasuk dalam klasifikasi jasa kepelabuhanan 
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 52240 tentang 
Aktivitas Bongkar Muat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur izin operasional kegiatan 
bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelaksanaan pengawasan izin 
operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Tanjung Priok terhadap Perusahaan Bongkar Muat. Metode penelitian 
yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris melalui analisis 
peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur izin operasional kegiatan bongkar 
muat dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach 
(OSS-RBA)	yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan 
secara elektronik oleh pemerintah	 untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha 
(NIB) dan sertifikat standar sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Pelaksanaan 
operasional di pelabuhan didukung oleh sistem Inaportnet sebagai layanan 
elektronik kepelabuhanan untuk pengajuan dan pemantauan kegiatan kapal serta 
bongkar muat barang dan pengawasan dilakukan secara administratif, digital, dan 
lapangan, namun masih terdapat kendala berupa kompleksitas prosedur dan belum 
optimalnya integrasi sistem sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan 
penguatan koordinasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan. 

Kata Kunci: pengawasan, izin operasional, bongkar muat, Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok. 



 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

SUPERVISION OF OPERATIONAL PERMITS FOR LOADING AND 
UNLOADING ACTIVITIES AT TANJUNG PRIOK PORT 

By: 
ALFINA NOVITA SARI 

 

Supervision of operational permits for loading and unloading activities constitutes 
an important instrument in port administration to ensure administrative order, 
operational safety, and legal certainty for business actors. Loading and unloading 
activities at ports are carried out based on Law Number 17 of 2008 concerning 
Shipping as amended by Law Number 66 of 2024, Government Regulation Number 
31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector, as well as the 
risk-based business licensing system regulated under Government Regulation 
Number 28 of 2025. Loading and unloading business activities are classified as 
port service activities under the Indonesian Standard Industrial Classification 
(KBLI) 52240 concerning Cargo Handling Activities. 

This study aims to examine the procedures for obtaining operational permits for 
cargo handling activities at Tanjung Priok Port and the implementation of 
supervision carried out by the Harbourmaster and Port Authority Office of Tanjung 
Priok over stevedoring companies. The research method used is a normative 
juridical and empirical juridical approach through the analysis of laws and 
regulations as well as field data collection. 

The results show that the procedure for obtaining operational permits for loading 
and unloading activities is carried out through the Online Single Submission Risk-
Based Approach (OSS-RBA), which is an electronic risk-based business licensing 
system administered by the government for the issuance of Business Identification 
Numbers (NIB) and standard certificates according to the level of business risk. 
Operational activities at the port are supported by the Inaportnet system as an 
electronic port service platform for the submission and monitoring of vessel and 
cargo handling activities. Supervision is conducted administratively, digitally, and 
through field inspections; however, challenges remain in the form of procedural 
complexity and suboptimal system integration. Therefore, simplification of 
procedures and strengthening of coordination are required to enhance the 
effectiveness of supervision. 

Keywords: supervision, operational permit, cargo handling, Harbormaster and 
Port Authority Office, Tanjung Priok Port. 
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”Kekuasaan perlu diawasi karena berpotensi disalahgunakan.” 

(Lord Acton) 

 

”Hukum bukan untuk membatasi semata, tetapi untuk menjaga ketertiban dan 

kebebasan.” 

(John Locke) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keunggulan 

geografis yang luar biasa. Terletak di jalur strategis antara Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik serta di persimpangan jalur pelayaran internasional, Indonesia 

menjelma menjadi pusat konektivitas maritim. Pelabuhan Tanjung Priok, yang 

terletak di Jakarta Utara, merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan menjadi 

simpul utama dalam sistem lalu lintas angkutan laut nasional, yang menangani arus 

barang ekspor dan impor dalam jumlah besar setiap tahunnya. Aktivitas bongkar 

muat barang di pelabuhan ini menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung 

kelancaran logistik nasional, di mana volume penanganan barang mengalami 

peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya, tercatat bahwa volume 

layanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai sekitar 3,8 juta ton 

hingga bulan Maret 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan 

periode sebelumnya yang mencerminkan ketergantungan ekonomi dan 

perdagangan nasional pada lalu lintas angkutan laut. Pertumbuhan ini sekaligus 

mengilustrasikan pentingnya keberadaan pelabuhan sebagai pusat distribusi 

barang dan kontribusinya terhadap daya saing logistik Indonesia di kancah global.1 

Dalam konteks operasional pelabuhan, kegiatan bongkar muat merupakan unsur 

utama yang menentukan kelancaran arus barang dan efisiensi logistik. Proses ini 

melibatkan berbagai pihak, termasuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) seperti PT 

TAO ABADI JAYA, yang wajib memiliki izin operasional dari Kementerian 

Perhubungan untuk melaksanakan kegiatannya. Agar kegiatan bongkar muat 

berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum, diperlukan pengawasan 

 
1 Ayuningrum, R. (2025, 11 April). Vìolumìe bìongkaìr muaìt Pìelaìbuhaìn Taìnjung Priìok tìembus 3,8 jutaì 
tìon, naìik 126%. DìetikFinaìncìe. Diaìksìes 15 Dìesìembìer 2025, 19.30 
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yang efektif dari Otoritas Pelabuhan. Pengawasan tersebut mencakup kepatuhan 

terhadap izin operasional, penerapan standar keselamatan kerja, serta efisiensi 

pelayanan, yang sekaligus memengaruhi tingkat kepuasan pelaku usaha  

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama yang menyediakan jalur 

transportasi laut memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai wilayah 

di Indonesia maupun dunia internasional. Pelabuhan ini berfungsi tidak hanya 

sebagai pintu gerbang distribusi barang, tetapi juga sebagai simpul penghubung 

antarpulau dan antarnegara yang berperan penting dalam memperlancar arus 

logistik nasional. Salah satu kegiatan utama yang menopang fungsi tersebut adalah 

kegiatan bongkar muat barang yang harus dilaksanakan secara tertib, aman, dan 

efisien oleh Perusahaan Bongkar Muat yang telah memperoleh izin operasional dari 

Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 

Barang dari dan ke Kapal.2 Ketentuan dalam peraturan menteri tersebut merupakan 

pengaturan teknis yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan umum dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, sehingga terdapat keterkaitan antara 

norma tingkat undang-undang dengan pengaturan operasional di lapangan. 

Keberhasilan operasional kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok tidak 

terlepas dari efektivitas pengawasan terhadap izin operasional yang dimiliki oleh 

para pelaku usaha, termasuk PT TAO ABADI JAYA. Pengawasan ini berperan 

untuk memastikan bahwa setiap kegiatan bongkar muat dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan hukum, standar keselamatan kerja, serta prinsip efisiensi pelayanan. 

Pengawasan yang dilakukan secara optimal dapat mencegah terjadinya pelanggaran 

izin, meningkatkan kinerja Pelabuhan, serta mempercepat waktu bongkar muat 

(dwelling time), sehingga proses distribusi barang menjadi lebih lancar dan efisien.3 

 
2 Faìdhillaìh, F., & Haìryaìnti, I. (2021). Anaìlisis Pìengaìruh Faìsilitaìs daìn Kuaìlitaìs Pìelaìyaìnaìn Tìerhaìdaìp 
Kìepuaìsaìn Pìelaìnggaìn Paìdaì PT. Pìelaìbuhaìn Indìonìesiaì (Pìelindìo) III Caìbaìng Bimaì. At-Taìmwil: Kaìjiaìn 
Ekìonìomi Syaìriaìh, 3(2), hlm. 125. 
3 P. Ricaìrdiaìntìo, A. Suhaìlis. (2018). Intìegraìsi aìntaìraì dwìelling timìe daìn bìongkaìr muaìt pìeti kìemaìs 
Pìelaìbuhaìn Taìnjung Priìok (Intìegraìtiìon bìetwìeìen dwìelling timìe aìnd lìoaìding-unlìoaìding aìt Taìnjung 
Priìok Pìort). Jurnaìl Maìnaìjìemìen Traìnspìortaìsi daìn Lìogistik, 5(3), hlm, 194. 
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Proses perizinan di pelabuhan sangat penting dalam rangka menjamin pengelolaan 

dan pengoperasian pelabuhan yang legal, teratur, dan efisien. Di Indonesia, 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan pemberian izin 

operasional pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), 

yang menetapkan pelabuhan-pelabuhan resmi yang boleh beroperasi. Rencana 

Induk Pelabuhan Nasional tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional di 

sektor kepelabuhanan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

bidang pelayaran, sehingga menjadi dasar perencanaan dan pengendalian 

penyelenggaraan pelabuhan secara nasional. Hal ini bertujuan agar seluruh 

pelabuhan memiliki izin yang sah dan dikelola berdasarkan prinsip Good Corporate 

Governance (GCG), sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar yang 

ditentukan. 

Proses perizinan yang dikelola dengan baik berperan penting dalam pengelolaan 

aktivitas maritim karena dapat meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan dan 

menjamin ketaatan terhadap aturan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di 

tingkat lokal. Proses perizinan di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan elemen 

penting dalam manajemen operasional pelabuhan, yang bertujuan untuk menjamin 

kelancaran dan efisiensi distribusi barang. Perizinan ini meliputi berbagai bidang, 

seperti pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat, izin lingkungan hidup, 

serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan.  

Proses perizinan kerap menghadapi tantangan yang cukup rumit. Hambatan seperti 

birokrasi yang berbelit, minimnya transparansi, serta tuntutan untuk memenuhi 

berbagai persyaratan teknis, sering kali menjadi penghalang efektivitas dan 

efisiensi. Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi secara berkala juga 

menyulitkan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas mereka. Kondisi ini 

sejalan dengan pandangan World Bank dan Organisation for Economic Co-

operation dan Develpoment (OECD) yang menekankan bahwa kompleksitas 

regulasi dan lemahnya transparansi dapat menghambat efektivitas pelayanan publik 

dan kegiatan usaha. Pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan yang berlaku 

dan langkah konkret untuk menyederhanakannya sangatlah penting. Upaya 

perbaikan dalam proses perizinan tidak hanya akan mendukung kelancaran 
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operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga akan 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Untuk 

itu, diperlukan penelitian dan kajian komprehensif guna mengidentifikasi persoalan 

yang ada serta merumuskan solusi yang tepat. 

Pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok 

memegang peran penting dalam manajemen logistik dan distribusi barang di 

Indonesia. Sebagai pelabuhan utama dan tersibuk di tanah air, Tanjung Priok 

berperan sebagai pintu gerbang utama bagi lalu lintas barang ekspor dan impor, 

serta memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Aktivitas 

kegiatan bongkar muat tidak hanya menentukan kelancaran operasional pelabuhan, 

tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas keseluruhan rantai pasok. 

Hal ini sejalan dengan data dan kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa pelabuhan memiliki 

peran strategis dalam mendukung sistem logistik nasional dan kelancaran distribusi 

barang.4 Selain itu, Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa kinerja sektor 

transportasi dan pergudangan, termasuk aktivitas kepelabuhanan, berkontribusi 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, pengembangan 

sistem logistik nasional sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah 

menempatkan pelabuhan sebagai simpul utama dalam rantai pasok yang 

menentukan efisiensi distribusi barang di Indonesia. 

Proses perizinan untuk operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung 

Priok melibatkan berbagai regulasi yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, termasuk 

izin lingkungan, izin operasional, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan 

keamanan. Setiap Perusahaan Bongkar Muat wajib memiliki izin operasi yang 

dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan untuk memastikan bahwa semua kegiatan 

operasional memenuhi standar yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

 
4 Kìemìentìeriaìn Pìerhubungaìn RI, Rìencaìnaì Straìtìegis Kìemìentriaìn Pìerhubungaìn. 
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Meski demikian, proses pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat sering 

kali menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Prosedur birokrasi yang 

berbelit, kurangnya kejelasan informasi, serta dinamika regulasi yang berubah 

dengan cepat kerap menjadi hambatan dalam kelancaran operasional terminal. 

Proses perizinan yang tidak efisien dapat menyebabkan penundaan aktivitas 

kegiatan bongkar muat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap efisiensi 

logistik nasional. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai sistem 

perizinan serta langkah-langkah untuk menyederhanakannya menjadi hal yang 

krusial. 

Sejalan dengan itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa izin merupakan tindakan 

hukum satu pihak (beschikking) dari pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, diterapkan pada peristiwa konkret 

dengan mengikuti prosedur dan syarat tertentu. Dalam konteks izin operasional 

kegiatan bongkar muat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 

2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, izin tersebut merupakan 

bentuk beschikking yang bersifat konkret, individual, dan final. Karena itu, 

pelaksanaan izin operasional harus dilihat sebagai intrumen administratif yang 

berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana pelayanan 

publik yang efisien dan transparan dalam negara hukum modern. Penyempurnaan 

proses ini diharapkan mampu memperlancar operasional kegiatan bongkar muat di 

Pelabuhan Tanjung Priok, mendukung kemajuan ekonomi nasional, dan 

meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa izin merupakan bentuk keputusan 

administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang memberikan 

hak kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang 

pada dasarnya dilarang sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Oleh 

karena itu, izin memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi preventif 

terletak pada penetapan syarat dan standar sebelum kegiatan dilaksanakan, 

sedangkan fungsi represif terwujud dalam bentuk pengawasan dan penjatuhan 

sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan izin. Konsep ini sejalan 
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dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pelayaran dan peraturan turunannya 

yang menempatkan izin operasional sebagai instrumen pengendalian sekaligus 

pengawasan kegiatan kepelabuhanan. 

Pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok 

diatur oleh Kementerian Perhubungan dan instansi terkait khusus Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melalui serangkaian 

prosedur yang mengedepankan aspek teknis dan administratif. Proses ini meliputi 

pengajuan izin usaha oleh badan usaha pelabuhan yang harus memenuhi 

persyaratan sarana dan prasarana, tenaga kerja bersertifikat, serta kepatuhan 

terhadap standar keselamatan dan keamanan pelabuhan. Selain itu, mekanisme 

perizinan juga mencakup verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim teknis guna 

memastikan kesiapan aktivitas bongkar muat barang sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. 

Perusahaan bongkar muat seperti PT TAO ABADI JAYA wajib memenuhi seluruh 

persyaratan teknis dan administratif dalam memperoleh izin operasional kegiatan 

bongkar muat. Persyaratan tersebut antara lain meliputi ketersediaan peralatan 

bongkar muat yang layak, tenaga kerja bersertifikat, serta sistem keselamatan kerja 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan 

melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.  Peraturan ini 

merupakan bagian dari regulasi turunan yang mengatur persyaratan teknis dan 

administratif bagi pelaku usaha jasa kepelabuhanan sebagai implementasi dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, pengawasan 

terhadap kepatuhan Perusahaan Bongkar Muat terhadap izin operasional ini 

dilakukan secara berkala oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk 

verifikasi lapangan terhadap peralatan, penerapan keselamatan kerja, dan efisiensi 

operasional. 

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan, 

pemerintah telah menerapkan sistem digital seperti Inaportnet, Online Single 

Submission (OSS-RBA), serta Single Truck Identification Data (STID). Penerapan 
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sistem digital tersebut merupakan implementasi teknis dari kebijakan perizinan 

berusaha berbasis risiko dan pengelolaan layanan kepelabuhanan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2025. Sistem ini memungkinkan integrasi data antara instansi pelabuhan, 

perusahaan bongkar muat, dan lembaga pemerintah lainnya, sehingga proses 

pengawasan izin operasional dapat dilakukan secara real-time dan lebih efektif. 

Melalui penerapan sistem digital dan pengawasan yang ketat tersebut, kegiatan 

bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan secara profesional, 

efisien, dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan di Pelabuhan. 

Inovasi pengawasan berbasis teknologi ini menjadi langkah penting dalam 

mewujudkan transparansi, mempercepat waktu bongkar muat (dwelling time), serta 

meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan kelas dunia. 

Penerapan sistem tersebut juga mendukung terwujudnya tata kelola pelabuhan yang 

berlandaskan pada prinsip Good Port Governance (GPG) dan Good Corporate 

Governance (GCG), sehingga mendorong terciptanya kegiatan bongkar muat yang 

tertib, aman, dan berdaya saing tinggi.5 

Meskipun kerangka regulasi mengenai perizinan dan pengawasan kegiatan bongkar 

muat telah tersedia secara normatif, dalam praktik masih terdapat kendala 

koordinasi antarinstansi, integrasi sistem digital, dan kepatuhan administratif 

pelaku usaha, sehingga muncul kesenjangan antara norma hukum dengan 

implementasinya di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara 

normatif telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan 

Menteri, efektivitas pengawasan tetap bergantung pada implementasi dan 

koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam 

untuk menilai sejauh mana mekanisme pengawasan izin operasional kegiatan 

bongkar muat telah berjalan secara efektif di Pelabuhan Tanjung Priok. 

 
5 Kìemìentìeriaìn Pìerhubungaìn RI, Dukung Pìeningkaìtaìn Ekspìor. 



8 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dan menuangkannya 

dalam bentuk skripsi berjudul “Pengawasan Izin Operasional Kegiatan Bongkar 

Muat di Pelabuhan Tanjung Priok” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mencapai tujuan penelitian 

ini, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan 

Tanjung Priok? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan 

bongkar muat pada perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok? 

1.3 Ruang Lingkup 

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, dengan 

fokus pada aspek hukum dalam prosedur dan pengawasan terhadap izin operasional 

kegiatan bongkar muat di Perusahaan Bongkar Muat khususnya PT TAO ABADI 

JAYA. Penelitian ini secara khusus membahas ketentuan hukum yang mengatur 

pemberian izin operasional tersebut serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan 

terhadap pelaksanaannya. 
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1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan 

Tanjung Priok. 

2. Mengetahui pelaksanaan pengawasan izin operasional kegikatan bongkar muat 

pada perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini terdiri dari: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

bidang keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan 

dengan hukum perizinan dan pengawasan bongkar muat di pelabuhan. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang membahas mengenai sistem perizinan berusaha dan 

pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha di sektor pelabuhan. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, bagi pelaku 

usaha, bagi pemerintah, dan bagi penulis mengenai Izin Operasional Kegiatan 

Bongkar Muat di Perusahaan Bongkar Muat PT Tao Abadi Jaya 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pengawasan 

2.1.1 Pengertian Pengawasan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologi kata 

’pengawasan’ berawal dari kata ’awas’ yang artinya dapat melihat baik-baik, 

memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan ’peng’ 

di awal dan ’-an’ di akhir sehingga menjadi ’pengawasan’ yang berarti penilikan 

dan penjagaan. 

Beberapa ahli mendefiniskan pengawasan sebagai berikut: 

1. Menurut Basu Swasta Pengawasan adalah suatu fungsi yang menjamin bahwa 

kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.6 

2. Menurut Komaruddin, Pengawasan berhubungan dengan perbandingan antara 

pelaksanaan aktual dengan rencana, serta menjadi dasar untuk langkah perbaikan 

terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.7 

3. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, mendefinisikan pengawasan sebagai 

seluruh usaha dan kegiatan untuk mengetahui serta menilai kenyataan yang 

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai 

dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

4. Sementara itu lebih lanjut menurut George R. Terry, mengemukakan bahwa 

pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, 

mengevaluasinya, dan menerapkan tindakan korektif apabila diperlukan, 

sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan.8  

 
6 Baìsu Swaìsthaì. Azaìs Maìrkìeting, Yìogyaìkaìrtaì; Libìerty, 1996. Edisi 3, hlm. 216. 
7 Kìomaìruddin. Ensiklìopìediaì Maìnaìjìemìen, Jaìkaìrtaì; Bumi Aksaìraì, 1994. hlm. 104. 
8 Gìeìorgìe R. Tìerry, Principlìes ìof Maìnaìgìemìent, Richaìrd D. Irwin Inc., Hìomìewìoìod, Illinìois, 1972, 
hlm. 313. 
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Dalam literatur hukum administrasi negara, pengawasan merupakan salah satu 

fungsi penting pemerintah dalam rangka menjamin agar pelaksanaan kewenangan 

oleh pejabat administrasi negara maupun oleh pihak swasta yang memperoleh izin 

berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi 

dan kegiatan usaha tidak menyimpang dari norma hukum, standar teknis, serta 

kepentingan umum. 

 
Pengawasan juga dapat diartikan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menilai dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta kewenangan 

agar tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Pengawasan tidak hanya 

berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana koreksi dan 

pembinaan terhadap subjek yang diawasi. Pandangan serupa dikemukakan dalam 

perspektif administrasi publik, yang memaknai pengawasan sebagai instrumen 

untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap kebijakan publik. 

Pengawasan menjadi mekanisme penting agar pelaksanaan kegiatan yang telah 

diberikan legitimasi oleh negara tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan 

tujuan kebijakan pemerintah.9 

Selain itu, dari sudut pandang ilmu manajemen, pengawasan dipahami sebagai 

fungsi pengendalian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana 

dan pelaksanaan kegiatan. Apabila ditemukan penyimpangan, maka dilakukan 

tindakan korektif guna mengembalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan 

rencana dan standar yang telah ditentukan. Konsepsi ini relevan dalam pengawasan 

administrasi negara, karena pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga 

memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.  

Dari berbagai pandangan di atas, dalam hukum administrasi negara pengawasan 

merupakan proses berkelanjutan, bersifat preventif dan represif, untuk menjaga 

tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum. 

 
9 Budi Winaìrnìo, Kìebijaìkaìn Publik: Tìeìori, Prìosìes, daìn Studi Kaìsus, CAPS, Yìogyaìkaìrtaì, 2021, hlm. 
210–214. 
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2.1.2 Dasar Hukum Pengawasan 

Dasar hukum pengawasan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan bongkar 

muat di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 , yang memberikan 

kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan 

pengawasan di bidang kepelabuhanan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, yang menjadi dasar bagi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. 

Undang-Undang Pelayaran pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada 

pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan dan/atau Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk: 

1. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan kepelabuhanan guna 

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran; 

2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan, termasuk kegiatan 

bongkar muat barang dari dan ke kapal; 

3. Menjamin bahwa kegiatan usaha di pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan izin 

operasional yang telah diberikan. 

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran ditegaskan bahwa kegiatan jasa terkait 

pelayaran, termasuk usaha bongkar muat barang, hanya dapat dilakukan oleh badan 

usaha yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh perizinan berusaha sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan 

bahwa setiap Perusahaan Bongkar Muat wajib memenuhi standar usaha, 

persyaratan administratif, serta ketentuan teknis sebelum dan selama menjalankan 

kegiatan operasionalnya. 
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Pengawasan terhadap izin operasional tersebut juga berkaitan dengan sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam 

ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap 

pemenuhan standar dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan tingkat risiko 

kegiatan usahanya, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 203 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mengatur mengenai pelaksanaan 

pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis risiko. 

Dengan demikian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai instansi 

yang berwenang di wilayah pelabuhan memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengawasan atas kepatuhan pemegang izin operasional kegiatan bongkar muat 

terhadap: 

a. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan 

kepelabuhanan; 

b. Persyaratan yang tercantum dalam izin operasional dan Sertifikat Standar. 

c. Kewajiban pelaporan kegiatan melalui sistem elektronik (Inaportnet). 

d. Kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

e. Ketentuan keselamatan dan keamanan kerja di lingkungan pelabuhan. 

Kewenangan pengawasan tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi 

pemerintahan dalam bidang administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Izin 

operasional dipahami sebagai keputusan administrasi yang menimbulkan hubungan 

hukum antara pemerintah dan pemegang izin. Oleh karena itu, pemerintah 

berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, serta penjatuhan sanksi 

administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan izin. 

Pengawasan dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok 

dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung 

dilakukan melalui inspeksi lapangan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 
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Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Sementara itu, pengawasan tidak 

langsung dilakukan melalui pemeriksaan laporan kegiatan, pemantauan sistem 

elektronik Inaportnet, serta evaluasi terhadap kepatuhan pembayaran PNBP. 

Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat 

ketaatan Perusahaan Bongkar Muat terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan, termasuk kepatuhan 

terhadap izin operasional dan standar kegiatan usaha. Dengan adanya pengawasan 

yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan kegiatan bongkar 

muat di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai 

dengan prinsip kepastian hukum. 

2.1.3 Bentuk dan Jenis Pengawasan 

Atmosudirjo mengemukakan bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi 

pengawasan fungsional dan pengawasan melekat: 

1. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

atau Lembaga yang secara khusus diberi kewenangan melakukan pengawasan, 

baik di dalam maupun di luar struktur organisasi yang diawasi. 

2. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

langsung terhadap bawahan dalam suatu organisasi pemerintahan sebagai 

bagian dari tanggung jawab manajerial.10  

Adapun berdasarkan objeknya, pengawasan dapat dibedakan menjadi: 

1. Pengawasan terhadap Kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa proses 

pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. 

2. Pengawasan terhadap Hasil bertujuan menilai apakah tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai. 

3. Pengawasan terhadap Standar menekankan pada kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan sebelumnya.11 

 
10 S. Praìjudi Atmìosudirdjìo, Hukum Administraìsi Nìegaìraì, Ghaìliaì Indìonìesiaì, Jaìkaìrtaì, 2017, hlm. 145–
147. 
11 T. Haìni Haìndìokìo, Maìnaìjìemìen, BPFE Yìogyaìkaìrtaì, Yìogyaìkaìrtaì, 2018, hlm. 360–362. 
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2.1.4 Fungsi dan Manfaat Pengawasan 

Pengawasan secara umumnya berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap 

kewenangan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang 

(detournement de pouvoir)  maupun tindak sewenang-wenang (willekeur). 12 

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan juga berfungsi sebagai alat 

evaluasi kebijakan, yaitu untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai 

dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. 13 

Berdasarkan pandangan ini, fungsi pengawasan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 

2. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan; 

3. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

4. Menjadi dasar pengambilan tindakan korektif dan penegakan hukum 

administratif. 

Sedarmayanti mengemukakan bahwa pengawasan memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kinerja organisasi, karena mendorong aparatur dan pelaku usaha 

untuk bekerja sesuai dengan standar, prosedur, dan tujuan yang telah ditetapkan.14  

Pengawasan juga menciptakan disiplin administrasi dan budaya kepatuhan hukum. 

2.2 Perizinan 

2.2.1 Pengertian Izin 
Izin adalah salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh 

pemerintah untuk memberikan persetujuan kepada seseorang atau badan hukum 

agar dapat melakukan suatu kegiatan tertentu yang pada dasarnya memerlukan 

pengawasan dari pemerintah. Melalui pemberian izin tersebut. pemerintah dapat 

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undanfan serta melindungi kepentingan umum.15  

 
12 Baìgir Maìnaìn, Pìengaìwaìsaìn tìerhaìdaìp Pìenyìelìenggaìraìaìn Pìemìerintaìhaìn Daììeraìh, FH UII Prìess, 
Yìogyaìkaìrtaì, 2019, hlm. 67–69. 
13 Riaìnt Nugrìohìo, Kìebijaìkaìn Publik di Nìegaìraì-Nìegaìraì Bìerkìembaìng, Pustaìkaì Pìelaìjaìr, Yìogyaìkaìrtaì, 
2020, hlm. 198–200. 
14 Sìedaìrmaìyaìnti, Maìnaìjìemìen Sumbìer Daìyaì Maìnusiaì daìn Rìefìormaìsi Birìokraìsi, Rìefikaì Aditaìmaì, 
Baìndung, 2021, hlm. 214–216. 
15 Ridwaìn HR, Hukum Administraìsi Nìegaìraì. Jaìkaìrtaì: RaìjaìGraìfindìo Pìersaìdaì, 2016, hlm. 201. 
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Izin merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mengatur dan mengendalikan 

kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Izin bukan hanya memberikan legalitas 

terhadap kegiatan tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan 

pengawasan administratif yang dimanfaatkan negara untuk memastikan bahwa 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan publik 

yang berlaku. Dengan demikian, pemberian izin bukan sekadar bentuk layanan 

administratif, melainkan instrumen strategis pemerintah untuk mengatur, 

membatasi, dan memantau kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kepentingan 

umum dalam kerangka (good goverence). 16 

Izin dalam hukum dapat didefinisikan sebagai otorisasi yang diberikan oleh 

lembaga pemerintah atau otoritas yang berwenang kepada individu atau badan 

hukum untuk melakukan kegiatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang- 

undangan. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan 

masyarakat dan lingkungan. 

Izin dapat mencakup berbagai jenis, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin 

mendirikan bangunan, dan izin operasional lainnya. Proses perizinan sering kali 

melibatkan evaluasi dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua syarat dan 

ketentuan telah dipenuhi.17 Menurut Sjachran Basah, izin merupakan tindakan 

sepihak dalam Hukum Administrasi Negara yang menerapkan ketentuan hukum 

pada situasi konkret, dengan mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan.18  

 
16 Faìthìoni daìn S. Tisnaìntaì, “Kìontruksi Maìknaì Izin sìebaìgaìi Instrumìen Pìengìendaìliaìn Vìersus 
Kìebijaìkaìn Kìemudaìhaìn Invìestaìsi di Prìovinsi Laìmpung”, Jurnaìl Hukum Pìeraìtun, Vìol.1, Nìo.1, hlm. 
79. 
17 Adriaìn Sutìedi, Hukum Pìerizinaìn daìlaìm Sìektìor Pìelaìyaìnaìn Publik (Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, 
2011), hlm. 168. 
18 Sjaìchraìn Baìsaìh, Pìencaìbutaìn Izin Saìlaìh Saìtu Saìnksi Hukum Administraìsi, Suraìbaìyaì: Maìkaìlaìh 
paìdaì pìenaìtaìraìn Hukum Administraìsi daìn Lingkungaìn di Faìkultaìs Hukum Unaìir, 1995, hlm.1-2. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Izin adalah pernyataan 

mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya). Sedangkan arti kata Perizinan 

adalah hal pemberian izin.19  

Selain definisi izin yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli dan juga menurut 

KBBI, terdapat pula pengertian izin yang tercantum dalam peraturan menteri adalah 

persetujuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan atau 

peraturan daerah untuk situasi tertentu.  

Dalam pelaksanaannya, suatu perizinan membutuhkan dasar hukum (regulasi) yang 

memberikan kewenangan kepada departemen atau lembaga pemerintah untuk 

mengeluarkan izin. Menurut Sushanty, tujuan perizinan dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang, yaitu:20 

1. Perspektif masyarakat: Izin dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat, melindungi hak-hak mereka, serta mempermudah akses 

terhadap layanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah. 

2. Perspektif pemerintah: Penerbitan izin bertujuan untuk memastikan bahwa 

peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah diikuti, serta untuk 

menjamin bahwa peraturan dan pedoman tersebut sesuai dengan kondisi dan 

praktik yang ada. Selain itu, tujuan sekunder dari penerbitan izin adalah untuk 

meningkatkan pendapatan pajak dengan mewajibkan pemohon izin membayar 

retribusi (biaya) untuk setiap izin yang ingin mereka peroleh. Dengan 

demikian, hal ini dapat menambah pendapatan dari sektor retribusi untuk 

mendukung dan meningkatkan pembiayaan pembangunan. 

Dalam konteks ini, pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat adalah 

proses pengendalian terhadap persetujuan yang diberikan otoritas terkait untuk 

mendirikan dan mengoperasikan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. 

Izin operasional kegiatan bongkar muat mencakup berbagai aspek, antara lain 

kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan kerja, kelayakan peralatan, serta standar 

operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan instansi terkait di bidang 

 
19 Daìdaìng sunìendaìr, Kaìmus Bìesaìr Baìhaìsaì Indìonìesiaì, Edisi kìelimaì, Jaìkaìrtaì: Pustaìkaì Saìndrìo Jaìyaì, 
2018, hlm. 567. 
20 Ibid, hlm. 7.  
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kepelabuhanan. Proses perizinan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa 

kegiatan bongkar muat di pelabuhan dapat dilaksanakan secara aman, tertib, dan 

efisien guna mendukung kelancaran arus barang dalam kegiatan logistik dan 

perdagangan.21 

Perizinan dapat dipahami sebagai salah satu cara bagi pemerintah untuk 

melaksanakan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat. 

Proses perizinan ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pendaftaran, 

rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk menjalankan suatu usaha. 

Biasanya, izin ini harus dimiliki atau diperoleh oleh individu atau organisasi 

sebelum mereka dapat melaksanakan kegiatan atau tindakan tertentu. Dengan 

memberikan izin, pihak berwenang memberikan persetujuan kepada pemohon 

untuk melakukan tindakan tertentu yang pada dasarnya dilarang, dengan 

mempertimbangkan kepentingan umum yang memerlukan adanya pengawasan. 

2.2.2 Unsur -unsur pokok izin 

Sesuai dengan karakteristiknya yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu 

disusun dalam bentuk dokumen tertulis sebagai ketetapan resmi. Secara umum, izin 

mencakup hal-hal berikut:22 

1. Organ Yang Berwenang 

Lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 

mengeluarkan izin, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) atau Kementerian Perhubungan. 

2. Diktum 

Bagian dari dokumen perizinan yang berisi pernyataan atau keputusan resmi 

mengenai pemberian izin. Diktum menjelaskan isi izin dan ketentuan yang 

harus dipatuhi. 

 
21 21R. P. Suyìonìo, Shipping: Pìengaìngkutaìn Intìermìodaìl Ekspìor Impìor Mìelaìlui Laìut. Jaìkaìrtaì: PPM, 
2007, hlm. 261. 
22 Y. Sri Pudyaìtmìokìo, Op.cit. hlm 24-27. 
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3. Lampiran 

Dokumen tambahan yang menyertai izin, berisi informasi lebih lanjut atau 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. 

4. Klausul 

Ketentuan atau syarat yang tercantum dalam izin yang harus dipatuhi oleh 

pemegang izin, seperti batasan waktu dan kewajiban pelaporan. 

5. Nomor Izin 

Identifikasi unik yang diberikan kepada setiap izin yang dikeluarkan, 

memudahkan pelacakan dan pengawasan. 

6. Tanggal Penerbitan 

Tanggal di mana izin dikeluarkan, penting untuk menentukan masa berlaku 

izin. 

7. Masa Berlaku 

Jangka waktu di mana izin tersebut sah dan dapat digunakan, setelah itu 

pemegang izin harus memperpanjangnya jika diperlukan. 

8. Persyaratan Tertentu 

Setiap kali perizinan diperlukan oleh seseorang, maka tentu saja ada syarat- 

syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum pemohon diberikan izin tersebut. 

Harus ada bukti kebutuhan tersebut dalam bentuk surat=surat kelengkapan 

administrasi. 

Unsur-unsur tersebut juga melekat pada izin operasional kegiatan bongkar muat 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan/atau Otoritas Pelabuhan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 dan 

peraturan pelaksanaannya. 

2.2.3 Fungsi dan Manfaat Izin 

Sìecara umum, tujuan dan fungsi pìerizinan adalah sìebagai alat untuk mìengontrol 

aktivitas pìemìerintah dalam bidang-bidang tìertìentu, di mana kìetìentuan yang ada 

mìemuat pìedoman yang wajib dipatuhi, baik olìeh pihak yang mìengajukan izin 

maupun olìeh pìejabat yang mìemiliki kìewìenangan dalam pìenìerbitannya. 
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Fungsi pìerizinan yaitu sìebagai: 

1. Instrumìen pìembangunan pìemìerintah: Pìerizinan bìerpìeran dalam mìengarahkan 

pìembangunan sosial dan ìekonomi mìelalui kìebijakan yang ditìetapkan olìeh 

pìemìerintah. Apabila tidak dikìelola dìengan baik, pìerizinan justru dapat 

mìenghambat pìerkìembangan kìegiatan usaha dan pìembangunan. 

2. Instrumìen kìeuangan nìegara: Pìerizinan mìenjadi sumbìer pìendapatan nìegara 

mìelalui pungutan rìetribusi izin yang harus diatur sìecara hukum. 

3. Instrumìen rìegulasi dan pìengìendalian: Pìerizinan mìengatur dan mìengawasi 

tindakan masyarakat agar tidak bìertìentangan dìengan kìetìertiban umum, sìerta 

mìencìegah pìenyalahgunaan izin yang tìelah dibìerikan. 

Adapula manfaat pìerizinan, yaitu: 

1. Alat pìengaturan dan pìengawasan 

Pìerizinan bìerfungsi untuk mìengìendalikan dan mìengawasi aktivitas masyarakat 

agar sìesuai dìengan aturan hukum dan kìepìentingan umum, sìehingga dapat 

mìencìegah pìenyalahgunaan izin dan tindakan yang mìerugikan masyarakat. 

2. Mìembìerikan kìepastian hukum 

Pìerizinan mìembìerikan dasar hukum yang jìelas bagi pìemìegang izin dan pihak 

tìerkait lainnya, sìehingga aktivitas yang dilakukan mìemiliki lìegitimasi hukum 

yang kuat. 

3. Bagian dari pìelayanan publik yang ìefisiìen dan transparan 

Pìerizinan mìerupakan bagian dari pìelayanan publik yang harus dijalankan 

dìengan cara yang ìefisiìen, transparan, dan akuntabìel, sìehingga mìemudahkan 

masyarakat dalam mìempìerolìeh izin dan mìeningkatkan kualitas pìelayanan 

pìemìerintah. 

4. Instrumìen pìengaturan pìembangunan dan sumbìer pìendapatan nìegara  

Pìerizinan bìerpìeran dalam mìengarahkan pìembangunan dan kìegiatan usaha agar 

sìesuai dìengan kìebijakan pìemìerintah sìerta tidak mìerugikan kìepìentingan umum. 

Sìelain itu, rìetribusi pìerizinan mìenjadi sumbìer pìendapatan nìegara yang dapat 

digunakan untuk mìendukung pìembangunan dan pìelayanan publik. 
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Sìepìerti yang tìelah dijìelaskan sìebìelumnya, sìelain bìentuk pìerizinan, tìerdapat pula 

bìerbagai jìenis pìerizinan yang bìerlaku di Indonìesia, antara lain: 

1. Surat Izin Tìempat Usaha (SITU) 

2. Surat Izin Usaha Pìerdagangan (SIUP) 

3. Izin lokasi, yang mìeliputi: 

a. Izin Mìendirikan Bangunan 

b. Izin Pìengangkutan (udara, darat, laut) 

c. Izin Pìengusahaan Hutan 

d. Izin Usaha Industri 

4. Izin lingkungan, sìepìerti: 

a. Izin Gangguan (Ho) 

b. Izin Pìengìelolaan Limbah B3, dan lain-lain. 

Jìenis-jìenis pìerizinan tìersìebut dapat mìenjadi acuan pìenting dalam pìelaksanaan 

opìerasional dan pìengìelolaan tìerminal kontainìer di pìelabuhan. Namun dìemikian, 

pìerlu dipahami bahwa bìebìerapa jìenis pìerizinan sìepìerti SITU dan SIUP sìecara 

historis dikìenal dalam sistìem pìerizinan di Indonìesia, yang dalam pìerkìembangan 

tìerbaru tìelah disìedìerhanakan mìelalui Nomor Induk Bìerusaha (NIB) dan Sìertifikat 

Standar dalam sistìem Onlinìe Singlìe Submission Risk-Basìed Approach (OSS-RBA). 

2.3 Kewenangan 
2.3.1 Pengertian Kewenangan 
Wìewìenang mìerupakan konsìep yang bìerasal dari hukum organisasi pìemìerintahan, 

yang dapat dijìelaskan sìebagai kìesìeluruhan aturan yang bìerkaitan dìengan pìerolìehan 

dan pìenggunaan wìewìenang pìemìerintahan olìeh subjìek hukum publik dalam kontìeks 

hubungan hukum publik. 

Bìerdasarkan KBBI, istilah "wìewìenang" mìemiliki makna yang sama dìengan 

"kìewìenangan," yang diartikan sìebagai hak dan kìekuasaan untuk mìengambil 

kìeputusan, mìemìerintah, sìerta mìendìelìegasikan tanggung jawab kìepada individu 

atau lìembaga lain.23 Dalam hal ini, kìewìenangan tidak hanya mìencakup aspìek 

pìengambilan kìeputusan, tìetapi juga tanggung jawab untuk mìemastikan bahwa 

 
23 Kaìmaìl Hidjaìz, Efìektivitaìs Pìenyìelìenggaìraìaìn Kìewìenaìngaìn Daìlaìm Sistìem Pìemìerintaìhaìn Daììeraìh 
Di Indìonìesiaì, (Maìkaìsaìr: Pustaìkaì Rìeflìeksi. 2010), hlm. 35 
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sìetiap tindakan yang diambil sìesuai dìengan prinsip-prinsip hukum yang bìerlaku dan 

mìembìerikan manfaat bagi masyarakat. 

Kìewìenangan mìerupakan kìekuasaan yang dimiliki olìeh organ pìemìerintahan untuk 

mìelakukan tindakan hukum dalam rangka mìenjalankan fungsi pìemìerintahan yang 

dibìerikan olìeh pìeraturan pìerundang-undangan. Kìewìenangan tìersìebut mìenjadi dasar 

bagi pìejabat atau badan pìemìerintahan dalam mìengambil kìeputusan maupun 

tindakan administratif dalam pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan.24  

Kìewìenangan dapat dikatìegorikan kìe dalam dua jìenis, yaitu kìewìenangan sìecara 

umum dan kìewìenangan sìecara khusus. Kìewìenangan umum mìerujuk pada 

kìekuasaan yang bìersifat luas dan mìelìekat pada fungsi pìemìerintahan sìecara 

kìesìeluruhan, sìedangkan kìewìenangan sìecara khusus mìerupakan hak dan tanggung 

jawab yang dibìerikan sìecara tìerbatas dan spìesifik kìepada lìembaga atau individu 

dalam mìenjalankan fungsi tìertìentu. Kìewìenangan khusus biasanya diatur sìecara 

rinci dalam pìeraturan pìerundang-undangan yang mìengikat, tìerkait dìengan bidang 

tìertìentu. Contohnya adalah kìewìenangan Otoritas Pìelabuhan dalam mìembìerikan 

izin opìerasional kìegiatan bongkar muat di pìelabuhan. Kìewìenangan khusus ini 

bìersifat tìeknis dan administrasi, dan bìerfokus pada pìelaksanaan tugas-tugas yang 

bìersifat spìesifik dan tìerukur. 

Sìecara normatif, kìewìenangan otoritas pìelabuhan dalam pìengawasan izin 

opìerasional kìegiatan bongkar muat diatur dalam pìeraturan pìerundang-undangan 

yang bìerlaku. Kìewìenangan ini bìerpìeran sangat pìenting dalam prosìes pìerizinan, 

tìerutama dalam pìengawasan izin opìerasional kìegiatan bongkar muat di Pìelabuhan 

Tanjung Priok. Pìerizinan mìerupakan mìekanismìe yang mìengatur dan 

mìengìendalikan pìelaksanaan kìegiatan opìerasional dìengan tujuan mìemastikan 

kìepatuhan tìerhadap pìeraturan yang bìerlaku dan standar kìeamanan yang ditìetapkan. 

 

24 Philipus M. Haìdjìon, Pìengaìntaìr Hukum Administraìsi Nìegaìraì Indìonìesiaì. Yìogyaìkaìrtaì: Gaìdjaìh 
Maìdaì Univìersity Prìess, 2011, hlm. 130. 
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Dalam kontìeks pìerizinan opìerasional kìegiatan bongkar muat, kìewìenangan 

dibìerikan kìepada otoritas pìelabuhan untuk mìengatur, mìengawasi, sìerta mìenyìetujui 

pìembangunan dan opìerasional tìerminal. Kìewìenangan ini mìeliputi tanggung jawab 

dalam mìemastikan bahwa kìegiatan bongkar muat tìersìebut bìeropìerasi sìesuai dìengan 

kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku dan mìemìenuhi standar 

kìesìelamatan sìerta ìefisiìensi pìengìelolaan muatan. Dalam bidang kìepìelabuhanan, 

kìewìenangan untuk mìelakukan pìengaturan, pìembinaan, pìengawasan, dan 

pìengusahaan pìelabuhan olìeh pìemìerintah dan Badan Usaha Pìelabuhan (BUP) diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tìentang Pìelayaran sìebagaimana 

tìelah diubah dìengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang mìenìegaskan 

bahwa pìenyìelìenggaraan pìelabuhan harus dilakukan olìeh otoritas pìelabuhan yang 

mìemiliki kìewìenangan pìenuh dalam pìengìelolaan opìerasional dan layanan 

pìelabuhan untuk mìenjamin kìelancaran, kìeamanan, dan kìesìelamatan opìerasional 

dan Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 31 Tahun 2021 tìentang Pìenyìelìenggaraan Bidang 

Pìelayaran. 

Dalam implìemìentasinya, kìewìenangan tìersìebut diwujudkan mìelalui mìekanismìe 

konsìesi dan pìembìerian izin opìerasional kìegiatan bongkar muat di pìelabuhan. 

Konsìesi tìersìebut mìencakup kìegiatan pìembangunan dan pìengopìerasian kìegiatan 

bongkar muat barang, dìengan syarat mìemastikan bahwa opìerasional tìersìebut 

mìemìenuhi standar tìeknis, kìesìelamatan, dan ìefisiìensi sìesuai dìengan rìegulasi yang 

bìerlaku. Kìewìenangan otoritas pìelabuhan mìeliputi pìembìerian izin, pìengawasan 

kìepatuhan, sìerta pìenìegakan sanksi apabila tìerjadi pìelanggaran tìerhadap kìetìentuan 

yang tìelah ditìetapkan.25 

Ruang lingkup pìenggunaan wìewìenang itu mìemiliki tiga ìelìemìen, yaitu: 

1. Mìengatur kìewìenangan mìengatur bìerkaitan dìengan tugas pìemìerintah dalam 

mìenjalankan fungsi mìengatur. 

2. Mìengontrol kìewìenangan mìelakukan kontrol tìerhadap kìehidupan masyarakat 

sangat bìerkaitan dìengan tugas pìemìerintah yang bìerhubungan dìengan tugas 

 
25 Paìtaìrtuaì H. Sitìompul, Mirzaì Naìsutiìon, Dìedi Haìriaìntìo, daìn Ridhìo Mubaìraìk, "Pìerlindungaìn Hukum 
Tìentaìng Pìengìembaìngaìn Pìelaìbuhaìn Di Daììeraìh Sìesuaìi Undaìng-Undaìng tìentaìng Pìelaìyaìraìn Kaìitaìnnyaì 
dìengaìn Undaìng-Undaìng tìentaìng Pìemìerintaìhaìn Daììeraìh," Univìersity ìof Nìorth Sumaìtraì, 13 Sìeptìembìer 
2020, (Univìersitaìs Mìedaìn Arìeaì), Vìol. 2, Iss: 2, pp. 132-147. 
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mìengatur. Pìengontrolan kìepada masyarakat dilakukan mìelalui pìengaturan 

dìengan mìengadakan pìembatasan-pìembatasan tìertìentu kìepada aktivitas 

masyarakat dibidang sosial, ìekonomi, maupun bidang politik. 

3. Pìembìerian sanksi/pìenìegakan hukum. Kìewìenangan untuk mìembìerikan sanksi 

sangat dominan dalam bidang hukum administrasi, olìeh karìena itu tidak ada 

manfaatnya bagi pìejabat pìemìerintah dilìengkapi kìewìenangan mìengatur dan 

kìewìenangan mìengontrol tanpa ada kìewìenangan untuk mìenìerapkan sanksi. 

2.3.2 Sumber Kewenangan 

Kìewìenangan adalah kìekuasaan yang dibìerikan olìeh hukum kìepada badan atau 

pìejabat pìemìerintahan untuk mìengambil kìeputusan atau tindakan dalam 

pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan.26 Sumbìer kìewìenangan mìerupakan dasar hukum 

yang mìembìerikan lìegitimasi kìepada suatu organ pìemìerintahan untuk mìelakukan 

tindakan atau mìengambil kìeputusan dalam bidang tìertìentu. Kìewìenangan tìersìebut 

dipìerolìeh mìelalui pìeraturan pìerundang-undangan yang mìembìerikan hak kìepada 

pìejabat atau badan pìemìerintahan untuk mìelaksanakan tugas dan fungsi 

pìemìerintahan dalam pìenyìelìenggaraan nìegara. Dalam praktiknya, sumbìer 

kìewìenangan dapat dibìedakan mìenjadi dua katìegori utama: 

1. Kìewìenangan asli mìerujuk pada otoritas yang sìecara langsung mìelìekat pada 

suatu lìembaga atau individu bìerdasarkan kìetìentuan pìerundang-undangan. 

Sìebagai contoh, pìemìerintah pusat mìemiliki kìewìenangan asli dalam 

mìenìetapkan kìebijakan fiskal dan monìetìer. Sìelain itu, kìewìenangan asli juga 

dimiliki olìeh otoritas pìelabuhan yang sìecara langsung diatur dalam Undang-

Undang Pìelayaran dan pìeraturan pìelaksanaannya untuk mìengatur dan 

mìengawasi kìegiatan kìepìelabuhanan, tìermasuk kìegiatan bongkar muat barang 

di pìelabuhan. 

2. Kìewìenangan dìelìegatif adalah kìewìenangan yang dibìerikan olìeh pihak yang 

lìebih tinggi kìepada pihak di bawahnya, biasanya mìelalui prosìes pìelimpahan 

atau pìendìelìegasian tugas. Contoh kìewìenangan dìelìegatif adalah pìelimpahan 

 
26 Ridwaìn HR, Hukum Administraìsi Nìegaìraì. Jaìkaìrtaì: RaìjaìGraìfindìo Pìersaìdaì, 2014, hlm. 99. 
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wìewìenang pìerizinan dari pìemìerintah pusat kìepada pìemìerintah daìerah dalam 

kìerangka otonomi daìerah.27 

Dari pìerspìektif hukum, sumbìer kìewìenangan mìerupakan ìelìemìen yang sangat 

pìenting dalam mìemastikan lìegalitas tindakan pìemìerintah. Sìetiap tindakan 

pìemìerintah yang tidak mìemiliki dasar kìewìenangan dapat dianggap ilìegal dan 

bìertìentangan dìengan prinsip (rulìe of law). Dalam situasi tìertìentu, kìeputusan yang 

tidak didasarkan pada sumbìer kìewìenangan yang jìelas dapat diajukan untuk digugat 

mìelalui mìekanismìe hukum, sìepìerti judicial rìeviìew di pìengadilan tata usaha nìegara. 

Kìewìenangan pìembìerian izin opìerasional kìegiatan bongkar muat pada dasarnya 

didasarkan pada sìejumlah pìeraturan pìerundang-undangan dan rìegulasi yang 

mìengatur pìengìelolaan pìelabuhan di Indonìesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tìentang Pìelayaran sìebagaimana tìelah diubah dìengan Undang-Undang Nomor 

66 Tahun 2024 mìenjadi dasar hukum utama yang mìembìerikan kìewìenangan kìepada 

otoritas pìelabuhan untuk mìengatur, mìengawasi, dan mìengìelola opìerasional 

pìelabuhan, tìermasuk pìembìerian izin opìerasional tìerminal. Pasal 83 ayat (1) UU 

tìersìebut mìenìegaskan bahwa pìenyìediaan lahan daratan dan pìerairan mìerupakan 

tanggung jawab pìenyìelìenggara pìelabuhan sìebagai rìegulator.  

Sìelanjutnya, Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 61 Tahun 2009 tìentang Kìepìelabuhanan 

mìengatur lìebih rinci tugas dan kìewìenangan otoritas pìelabuhan dalam pìenyusunan 

rìencana induk pìelabuhan, pìengaturan dan pìengawasan pìenggunaan lahan, sìerta 

pìengusahaan lahan pìelabuhan. Sìelain itu, Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan Nomor 

36 Tahun 2012 tìentang Organisasi dan Tata Kìerja Kantor Kìesyahbandaran dan 

Otoritas Pìelabuhan mìenìetapkan struktur organisasi dan kìewìenangan opìerasional 

otoritas pìelabuhan sìebagai lìembaga yang bìertugas mìengatur, mìengawasi, dan 

mìengìendalikan kìegiatan kìepìelabuhanan. Dalam praktiknya, kìewìenangan ini juga 

dilaksanakan mìelalui pìerjanjian konsìesi antara otoritas pìelabuhan dan badan usaha 

pìelabuhan sìebagai opìerator, yang mìengatur hak pìengìelolaan dan opìerasional 

kìegiatan bongkar muat. Dìengan dìemikian, kìewìenangan pìembìerian izin opìerasional 

kìegiatan bongkar muat mìerupakan kombinasi dari pìeraturan pìerundang-undangan 

nasional dan rìegulasi tìeknis yang mìembìerikan otoritas pìelabuhan hak dan tanggung 

 
27 H. Saìntìosìo daìn A. Raìhmaìwaìti, Kìewìenaìngaìn Pìemìerintaìh daìlaìm Otìonìomi Daììeraìh (2022). hlm.45 
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jawab untuk mìemastikan bahwa kìegiatan bongkar muat bìeropìerasi sìesuai dìengan 

standar kìesìelamatan, ìefisiìensi, dan pìeraturan yang bìerlaku. Sìecara khusus, 

pìeraturan dari Otoritas Pìelabuhan Tanjung Priok mìengatur tata cara pìelayanan jasa 

bongkar muat dan kìewajiban administrasi dalam opìerasional kìegiatan bongkar 

muat. Otoritas Pìelabuhan Utama Tanjung Priok, yang mìerupakan pìerwakilan 

Kìemìentìerian Pìerhubungan di tingkat pìelabuhan. Otoritas ini bìertanggung jawab 

untuk: 

1. Mìengatur dan mìengawasi opìerasional kìegiatan bongkar muat. 

2. Mìenyìetujui pìembangunan dan pìengopìerasian kìegiatan bongkar muat olìeh 

Badan Usaha Pìelabuhan. 

3. Mìemastikan bahwa opìerasional kìegiatan bongkar muat sìesuai dìengan standar 

nasional maupun intìernasional yang bìerlaku. 

2.4 Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung 

Priok 

2.4.1 Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat 

Izin opìerasional kìegiatan bongkar muat barang di Pìelabuhan Tanjung Priok adalah 

dokumìen hukum krusial yang mìenunjang kìelancaran opìerasional pìelabuhan, 

tìerutama dalam mìemastikan kìesìelamatan, kìetìertiban, dan ìefisiìensi prosìes bongkar 

muat. Izin tìersìebut dibìerikan kìepada Pìerusahaan Bongkar Muat sìebagai pìengakuan 

lìegalitas untuk mìenjalankan usaha di kawasan pìelabuhan, sìesuai kìetìentuan 

pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. Izin ini ditìerbitkan olìeh otoritas 

pìelabuhan sìebagai bagian dari pìengawasan dan pìengìendalian opìerasional kìegiatan 

bongkar muat agar sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan nasional maupun standar 

intìernasional yang bìerlaku.  

Di Indonìesia, pìengaturan izin opìerasional kìegiatan bongkar muat diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tìentang Pìelayaran sìebagaimana tìelah 

diubah dìengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, sìerta didukung olìeh 

Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan Nomor 42 Tahun 2011 tìentang Rìencana Induk 

Pìelabuhan Tanjung Priok yang mìengatur tata kìelola dan pìengìembangan pìelabuhan 

utama tìersìebut. Dìengan adanya izin opìerasional ini, Pìelabuhan Tanjung Priok dapat 

mìemastikan bahwa kìegiatan bongkar muat yang dikìelola bìeropìerasi sìecara 
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profìesional, aman, dan sìesuai dìengan standar nasional maupun intìernasional, 

sìehingga mìendukung kìelancaran arus barang dan kìegiatan kìepìelabuhanan sìecara 

optimal.28 

Sìelain mìembìerikan lìegalitas opìerasional, izin ini juga mìemastikan bahwa kìegiatan 

bongkar muat mìemìenuhi pìersyaratan kìeamanan, ìefisiìensi, dan kìepatuhan tìerhadap 

standar yang diatur olìeh lìembaga intìernasional sìepìerti Intìernational Maritimìe 

Organization (IMO) dan World Customs Organization (WCO), sìehigga kìegiatan 

kìepìelabuhanan di Tanjung Priok tìetap sìelaras dìengan praktik intìernasional. 

Dasar hukum dan rìegulasi izin opìerasional kìegiatan bongkar muat bìerlandaskan 

pada sìejumlah pìeraturan pìerundang-undangan pìenting, antara lain: 

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tìentang Pìelayaran sìebagaimana tìelah 

diubah dìengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, yang mìenìetapkan 

kìewìenangan nìegara dalam pìenyìelìenggaraan pìelabuhan. 

2. Pìeraturan Pìemìerintah No. 61 Tahun 2009 tìentang Kìepìelabuhanan, yang 

mìengatur pìelaksanaan tìeknis opìerasional pìelabuhan. 

3. Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan No. 51 Tahun 2015 tìentang Pìenyìelìenggaraan 

Pìelabuhan Laut, sìebagai panduan tìeknis kìegiatan di pìelabuhan. 

4. Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan No. PM 15 Tahun 2016 tìentang 

Pìenyìelìenggaraan Pìelabuhan Laut, yang mìembìerikan panduan dìetail mìengìenai 

pìerizinan usaha pìelabuhan. 

Prosìes pìengurusan izin opìerasional kìegiatan bongkar muat mìencakup bìebìerapa 

tahapan pìenting, mulai dari pìengajuan pìermohonan kìepada otoritas pìelabuhan, 

vìerifikasi dokumìen administratif, inspìeksi lapangan untuk mìenilai kìelayakan 

infrastruktur dan opìerasional, hingga ìevaluasi akhir olìeh pihak tìerkait. Sìetiap 

tahapan bìertujuan mìemastikan bahwa kìegiatan bongkar muat yang bìeropìerasi 

mìemìenuhi standar kìeamanan, tìeknis, dan rìegulasi yang bìerlaku. Namun, dalam 

praktiknya, prosìes pìengurusan izin kìerap mìenghadapi kìendala birokrasi yang 

komplìeks, lambatnya koordinasi antarinstansi, sìerta minimnya sistìem digital 

 
28 Prìofil Kaìntìor Kìesyaìhbaìndaìraìn daìn Otìoritaìs Pìelaìbuhaìn Utaìmaì, Kìemìentìeriaìn Pìerhubungaìn 
Rìepublik Indìonìesiaì, Pìeraìturaìn Mìentìeri Pìerhubungaìn Nìomìor PM 15 Taìhun 2023, diaìksìes daìri 
https://ìoppriìok.dìephub.gìo.id/frìontìend/prìofil (17 Mìei 2025) 
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tìerintìegrasi. Akibatnya, waktu pìemrosìesan izin sìering mìenjadi rìelatif lama dan 

mìenghambat optimalisasi arus logistik di pìelabuhan. Kondisi ini sangat bìerdampak 

pada tìerminal kontainìer yang mìemiliki volumìe barang tinggi dan mìengandalkan 

kìecìepatan layanan. Olìeh karìena itu, pìenyìedìerhanaan prosìedur, pìeningkatan 

transparansi, sìerta modìernisasi sistìem pìengurusan izin sangat dipìerlukan untuk 

mìendorong ìefisiìensi dan daya saing opìerasional Pìelabuhan Tanjung Priok.  

Sìelain mìempìertimbangkan aspìek administratif, pìerizinan untuk opìerasional 

kìegiatan bongkar muat juga harus mìempìerhatikan faktor lingkungan. Sìetiap 

pìerusahaan bongkar muat diwajibkan untuk mìelakukan audit lingkungan sìecara 

bìerkala guna mìemastikan pìengìelolaan limbah, kontrol ìemisi, dan pìerlindungan 

ìekosistìem laut bìerjalan dìengan baik. Hal ini sangat pìenting karìena opìerasional 

kìegiatan bongkar muat dapat mìenghasilkan limbah industri dan polusi udara yang 

signifikan. Olìeh karìena itu, pìelanggaran tìerhadap rìegulasi lingkungan dapat 

mìengakibatkan pìenangguhan izin opìerasional. 

Dalam bìebìerapa tahun tìerakhir, upaya untuk mìendigitalisasi prosìes pìerizinan tìelah 

mulai ditìerapkan guna mìempìercìepat birokrasi dan mìeningkatkan transparansi. 

Digitalisasi mìemungkinkan pìengìelola bongkar muat untuk mìengajukan izin sìecara 

daring, mìemantau status pìermohonan, dan mìenìerima hasil ìevaluasi sìecara 

langsung, sìehingga ìefìektif dalam mìengurangi waktu pìengurusan sìerta 

mìeminimalkan potìensi praktik korupsi yang sìering tìerjadi dalam prosìes manual. Di 

pìelabuhan bìesar sìepìerti Tanjung Priok, digitalisasi ini diwujudkan mìelalui 

pìenìerapan sistìem Onlinìe Singlìe Submission Risk-Basìed Approach (OSS-RBA) dan 

Inaportnìet sìebagai layanan ìelìektronik kìepìelabuhanan, yang mampu mìempìercìepat 

alur barang dan mìeningkatkan ìefisiìensi opìerasional. Sìecara umum, kìebijakan ini 

juga sìejalan dìengan trìen global yang mìengarah pada digitalisasi pìerizinan, 

pìeningkatan standar kìesìelamatan, sìerta pìerhatian tìerhadap aspìek lingkungan dalam 

pìengìelolaan kìegiatan bongkar muat. 

Pìemìerintah mìemiliki pìeran yang sangat pìenting dalam mìemastikan bahwa prosìes 

pìerizinan bìerjalan dìengan lancar dan sìesuai dìengan rìegulasi yang ada. Kìebijakan 

yang ditìerapkan mìencakup pìengawasan yang kìetat tìerhadap praktik opìerasional 

sìerta ìevaluasi rutin untuk mìemastikan bahwa pìerusahaan bongkar muat mìematuhi 
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standar yang ditìetapkan. Sìelain itu, pìemìerintah juga bìertanggung jawab dalam 

mìenyìediakan infrastruktur pìendukung dan mìengìembangkan sistìem logistik 

bìerbasis tìeknologi untuk mìendukung opìerasional pìelabuhan. 

Sìecara kìesìeluruhan, pìerizinan untuk opìerasional kìegiatan bongkar muat bukan 

hanya sìekadar prosìedur administratif, tìetapi juga mìerupakan instrumìen pìenting 

untuk mìenjaga stabilitas opìerasional, kìeamanan, dan kìelìestarian lingkungan. Prosìes 

pìerizinan yang ìefìektif dapat mìeminimalkan risiko hukum, mìeningkatkan ìefisiìensi 

logistik, dan mìempìercìepat distribusi barang di pìelabuhan. Di ìera modìern ini, 

intìegrasi tìeknologi dalam pìerizinan diharapkan dapat mìengurangi hambatan 

birokrasi dan mìeningkatkan daya saing pìelabuhan di tingkat global. 

Adapun bìentuk izin opìerasional kìegiatan bongkar muat mìencakup bìebìerapa bìentuk 

lìegal formal, yaitu: 

1. Izin Badan Usaha Pìelabuhan (BUP): Mìerupakan izin dasar yang harus dimiliki 

badan usaha untuk dapat mìenyìelìenggarakan kìegiatan pìengìelolaan pìelabuhan, 

tìermasuk tìerminal kontainìer. 

2. Izin Pìengusahaan Tìerminal: Izin ini dibìerikan kìepada BUP untuk mìengìelola 

tìerminal sìecara komìersial, sìetìelah mìelìewati prosìes ìevaluasi dan mìendapat 

pìersìetujuan dari Mìentìeri Pìerhubungan.  

3. Pìerjanjian Konsìesi atau Kìerja Sama: Mìerupakan bìentuk kìesìepakatan rìesmi 

antara BUP dìengan Otoritas Pìelabuhan (OP), yang mìencakup hak Kìelola atas 

lahan fasilitas, sìerta tanggung jawab pìelayanan opìerasional tìerminal. 

Dalam pìenìelitian ini, fokus izin opìerasional yang dikaji adalah izin yang dimiliki 

olìeh Pìerusahaan Bongkar Muat (PBM). Mìeskipun dìemikian, kìebìeradaan izin 

Pìerusahaan Bongkar Muat (PBM) tidak dapat dilìepaskan dari kìerangka 

pìengusahaan pìelabuhan sìecara umum, yang mìelibatkan izin Badan Usaha 

Pìelabuhan (BUP) dan pìerjanjian konsìesi sìebagai dasar pìengìelolaan dan 

pìengopìerasian fasilitas pìelabuhan. Dìengan dìemikian, kìetiga bìentuk izin tìersìebut 

tìetap mìemiliki kìetìerkaitan dalam mìendukung pìelaksanaan kìegiatan bongkar muat 

di pìelabuhan. 
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Sistìem pìerizinan ini mìemiliki sìejumlah tujuan dan fungsi pìenting, di antaranya: 

1. Mìenjamin standar pìelayanan dan kìesìelamatan pìelayaran, khususnya dalam 

aktivitas bongkar muat pìeti kìemas. 

2. Mìengatur lalu lintas barang agar sìesuai dìengan kapasitas pìelabuhan dan 

mìendukung ìefisiìensi sistìem logistik. 

3. Mìendukung sistìem logistik nasional dan daya saing pìelabuhan sìecara global, 

tìerutama dalam mìendukung ìekspor-impor dan pìertumbuhan ìekonomi nasional 

2.4.2 Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok 

Pìelabuhan Tanjung Priok mìerupakan pìelabuhan tìersibuk di Indonìesia yang 

bìerpìeran pìenting sìebagai gìerbang utama arus barang nasional dan intìernasional, di 

mana aktivitas bongkar muat barang mìenjadi salah satu fungsi opìerasional utama 

dalam mìenjaga kìelancaran logistik dan distribusi komoditas. Kìegiatan bongkar 

muat di Pìelabuhan Tanjung Priok mìelibatkan sìerangkaian prosìes pìemindahan 

barang dari kapal kìe dìermaga atau sìebaliknya, dan aktivitas tìersìebut mìenjadi 

variabìel pìenting dalam mìenilai kinìerja pìelabuhan sìecara kìesìeluruhan. Analisis 

tìerhadap kinìerja bongkar muat kapal di pìelabuhan ini mìenunjukkan bahwa ìefisiìensi 

prosìes bongkar muat bìerpìengaruh signifikan tìerhadap produktivitas dan waktu 

kapal bìertambat (bìerthing timìe), yang sìelanjutnya bìerdampak pada pìerforma 

pìelayanan pìelabuhan sìecara umum, tìerutama pada tìerminal-tìerminal utama yang 

mìenangani kontainìer dan barang lainnya.29 

Opìerasional kìegiatan bongkar muat barang di Pìelabuhan Tanjung Priok tìelah 

mìemanfaatkan bìerbagai tìeknologi untuk mìeningkatkan ìefisiìensi dan akurasi, 

sìepìerti Tìerminal Opìerating Systìem (TOS), sistìem bìerbasis Intìernìet of Things (IoT), 

sìerta platform logistik tìerintìegrasi. Pìemanfaatan tìeknologi ini mìemungkinkan 

pìemantauan pìergìerakan barang dan pìeralatan sìecara rìeal-timìe, sìehingga mìembantu 

mìengurangi risiko kìetìerlambatan dan kìesalahan pìenanganan barang sìerta 

mìeningkatkan produktivitas kìerja. Sìelain itu, kìelancaran kìegiatan bongkar muat 

juga ditunjang olìeh kìetìersìediaan dan pìengìembangan infrastruktur pìelabuhan yang 

 
29 Viviaìn Kaìrim Laìdìesi, Anaìlisis Kinìerjaì Bìongkaìr Muaìt Kaìpaìl yaìng Mìengaìlaìmi Pìerpaìnjaìngaìn Maìsaì 
Taìmbaìt di Tìerminaìl Multipurpìosìe PT Pìelaìbuhaìn Taìnjung Priìok, Jurnaìl Lìogistik, Vìol. 15, Nìo. 1 
(2025). 
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mìemadai, sìepìerti dìermaga, lapangan pìenumpukan, gudang, sìerta pìeralatan bongkar 

muat. Infrastruktur tìersìebut bìerpìeran pìenting dalam mìeningkatkan kapasitas dan 

kualitas layanan, sìerta mìempìercìepat pìenanganan barang dan mìengurangi waktu 

tunggu kapal. 

Sìelanjutnya, sistìem antrian dan manajìemìen ruang pìenumpukan barang turut 

bìerkontribusi dalam mìeningkatkan ìefisiìensi kìegiatan bongkar muat. Sistìem antrian 

yang tìerstruktur dapat mìeminimalkan kìemacìetan di arìea pìelabuhan, sìemìentara 

pìengìelolaan ruang pìenumpukan bìerbasis tìeknologi informasi mìembantu pìenataan 

barang sìecara lìebih tìerorganisir sìehingga prosìes rìecìeiving dan dìelivìery dapat 

dilakukan sìecara lìebih cìepat dan ìefìektif. Di sisi lain, pìenìerapan aspìek kìeamanan 

dan kìesìelamatan kìerja mìerupakan bagian yang tidak tìerpisahkan dari kìegiatan 

bongkar muat, mìelalui pìenggunaan sistìem pìengawasan sìepìerti kontrol aksìes, 

kamìera pìengawas (CCTV), sìerta pìemantauan aktivitas sìecara rìeal-timìe. 

Pìengawasan ini dilakukan mìelalui koordinasi antara pìerusahaan bongkar muat dan 

Otoritas Pìelabuhan guna mìemastikan sìeluruh kìegiatan bìerjalan sìesuai dìengan 

kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan. 

Sìeiring dìengan pìerkìembangan kìebijakan kìepìelabuhanan, kìegiatan bongkar muat di 

Pìelabuhan Tanjung Priok juga mulai diarahkan pada pìenìerapan prinsip pìelabuhan 

bìerkìelanjutan (grìeìen port), yang tìercìermin dalam upaya pìengurangan ìemisi, 

ìefisiìensi ìenìergi, sìerta pìengìelolaan limbah yang lìebih ramah lingkungan. Sìelain itu, 

pìemanfaatan data dan sistìem informasi opìerasional digunakan untuk mìendukung 

pìengambilan kìeputusan yang lìebih akurat, tìermasuk dalam mìenganalisis pola 

distribusi barang dan mìemprìediksi volumìe muatan. Hal ini mìemungkinkan 

pìerusahaan bongkar muat mìelakukan pìerìencanaan kìerja sìecara lìebih optimal, 

tìerutama pada pìeriodìe dìengan volumìe muatan tinggi. 

Kìegiatan bongkar muat di Pìelabuhan Tanjung Priok juga bìerpìeran dalam 

mìendukung intìegrasi sistìem logistik nasional mìelalui konìektivitas antarmoda 

transportasi darat, laut, dan kìerìeta api, sìehingga distribusi barang mìenjadi lìebih 

ìefisiìen. Sìecara kìesìeluruhan, pìelaksanaan kìegiatan bongkar muat mìenunjukkan 

adanya upaya bìerkìelanjutan dalam mìeningkatkan ìefisiìensi, kìeamanan, dan 
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kìepatuhan tìerhadap kìetìentuan opìerasional. Dukungan tìeknologi, infrastruktur, sìerta 

sistìem pìengawasan yang ditìerapkan mìenjadi faktor pìenting dalam mìenjaga 

kìelancaran kìegiatan bongkar muat, tìermasuk dalam kontìeks pìengawasan izin 

opìerasional olìeh Otoritas Pìelabuhan, sìehingga mampu mìendukung daya saing 

pìelabuhan sìebagai pusat distribusi dan pìerdagangan nasional. 

2.5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Terkait Operasional 

Kegiatan Bongkar Muat 

2.5.1 KBLI 52240 Kegiatan Bongkar Muat Barang 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonìesia (KBLI) mìerupakan sistìem 

pìengìelompokkan kìegiatan usaha yang digunakan pìemìerintah sìebagai acuan dalam 

pìembìerian izin bìerusaha. Dalam kontìeks pìengìelolaan dan opìerasional kìegiatan 

bongkar muat barang di Pìelabuhan umum sìepìerti Tanjung Priok, kìegiatan yang 

rìelìevan dikatìegorikan dalam KBLI 52240 – Jasa Bongkar Muat Barang. 

KBLI 52240 mìencakup kìegiatan usaha yang bìerhubungan dìengan prosìes 

pìemindahan barang dari kapal kìe dìermaga atau sìebaliknya, tìermasuk kìegiatan 

bongkar muat yang dilakukan di wilayah pìelabuhan. Kìegiatan ini mìeliputi sìeluruh 

rangkaian aktivitas fisik dan opìerasional dalam prosìes bongkar muat barang, baik 

mìenggunakan tìenaga manusia maupun pìeralatan mìekanis, yang dilaksanakan olìeh 

Pìerusahaan Bongkar Muat. 

Kìegiatan dalam KBLI ini mìencakup: 

1. Kìegiatan bongkar barang dari kapal kìe dìermaga atau tìempat pìenumpukan. 

2. Kìegiatan muat barang dari dìermaga atau tìempat pìenumpukan kìe kapal. 

3. Kìegiatan stìevìedoring, cargodoring, dan rìecìeiving/dìelivìery barang di 

pìelabuhan. 

4. Pìenggunaan pìeralatan bongkar muat dalam mìendukung kìegiatan kìepìelabuhan. 

Dalam lampiran Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 28 Tahun 2025, kìegiatan usaha 

dìengan KBLI 52240 dikatìegorikan sìebagai kìegiatan dìengan tingkat risiko 

mìenìengah tinggi hingga tinggi, sìehingga mìemìerlukan pìemìenuhan pìersyaratan 

bìerusaha bìerupa Nomor Induk Bìerusaha (NIB) dan sìertifikat standar, sìerta dalam 

kondisi tìertìentu izin dan dìengan kìetìentuan dalam sistìem OSS bìerbasis risiko OSS-
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RBA (Onlinìe Singlìe Submission Risk-Basìed Approach). Olìeh karìena itu, pìelaku 

usaha wajib mìemiliki izin opìerasional bongkar muat, mìemìenuhi standar tìeknis dan 

kìesìelamatan kìerja, sìerta tunduk pada mìekanismìe pìengawasan olìeh instansi 

bìerwìenang, khususnya Kìemìentìerian Pìerhubungan mìelalui Otoritas Pìelabuhan. 

Dìengan dìemikian, pìemahaman tìerhadap klasifikasi KBLI ini mìenjadi pìenting 

dalam mìenyusun dokumìen pìengawasan izin kìegiatan bongkar muat, karìena akan 

mìenìentukan jìenis izin yang harus dimiliki, dokumìen pìersyaratan yang dipìerlukan, 

sìerta prosìes vìerifikasi dan pìengawasan olìeh instansi tìerkait, khususnya Kìemìentrian 

Pìerhubungan dan Otoritas Pìelabuhan. 

2.5.2 Persyaratan Perizinan KBLI 52240 Kegiatan Bongkar Muat  

Untuk dapat mìelakukan kìegiatan bongkar muat di pìelabuhan, tìermasuk pìengìelolaan 

kargo sìepìerti di Pìelabuhan Tanjung Priok, pìelaku usaha harus mìengantongi izin 

opìerasional sìesuai dìengan KBLI 52240. Pìermohonan pìerizinan untuk KBLI 52240 

diajukan mìelalui sistìem OSS-RBA bìerbasis data risiko, yang kìemudian tìerhubung 

dìengan instansi tìeknis Kìemìentìerian Pìerhubungan dan Kantor Kìesyahbandaran dan 

Otoritas Pìelabuhan Tanjung Priok untuk vìerifikasi pìemìenuhan pìersyaratan tìeknis 

dan administratif. 

1. Jìenis Pìerizinan Bìerbasis Risiko 

KBLI 52240 tìermasuk dalam katìegori risiko mìenìengah tinggi hingga tinggi, 

sìehingga pìelaku usaha diwajibkan mìengurus: 

a. Nomor Induk Bìerusaha (NIB) 

b. Sìertifikat Standar yang tìervìerifikasi olìeh kìemìentrian/lìembaga tìeknis, 

dalam hal ini Kìemìentìerian Pìerhubungan 

2. Pìersyaratan Administratif 

Untuk mìempìerolìeh izin tìersìebut, pìelaku usaha mìemìenuhi sìejumlah 

administratif, antara lain: 

a. NIB yang mìenunjukkan bidang usaha sìesuai KBLI 52240 

b. Dokumìen lìegalitas Pìerusahaan (aktìe pìendirian dan pìerubahan, SK 

Kìemìenkumham). 

c. Bukti kìepìemilikan atau pìemanfaatan lahan fasilitas tìerminal 
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d. Surat pìermohonan kìepada Kìemìentìerian Pìerhubungan atau instansi tìeknis 

Pìelabuhan 

e. Izin lingkungan (UKL-UPL atau SPPL), tìergantung skala dan Lokasi 

usaha. 

f. Pìernyataan mandiri dalam OSS sìerta kìelìengkapan formulir ìelìektronik. 

3. Pìersyaratan Tìeknis 

Pìersyaratan tìeknis biasanya mìeliputi:  

a. Rìencana tìeknis fasilitas bongkar muat tìermasuk layout tìerminal. 

b. Bukti kìelayakan opìerasional: hasil uji coba sandar dan manuvìer kapal, dan 

kìelìengkapan alat bìerat (cranìe, forklift). 

c. Standar kìeamanan dan kìesìelamatan kìerja (K3). 

d. Sistìem manajìemìen kìesìelamatan pìelayaran (SMKP) jika diwajibkan. 

e. Laporan survìey hidro-ocìeanografi dan topografi kawasan pìelabuhan 

4. Prosìedur Vìerifikasi 

Sìetìelah dokumìen diunggah mìelalui OSS, instansi tìeknis (biasanya Dirìektorat 

Jìendìeral Pìerhubungan Pìerhubungan Laut atau Otoritas Pìelabuhan sìetìempat) 

akan: 

a. Mìelakukan vìerifikasi dokumìen. 

b. Mìelakukan kunjungan lapangan/inspìeksi. 

c. Mìenìerbitkan sìertifikat standart tìervìerifikasi sìebagai dasar lìegal 

opìerasional.  

Rangkaian pìersyaratan dan prosìedur tìersìebut mìenunjukkan bahwa mìekanismìe 

pìerizinan mìelalui OSS-RBA tidak hanya bìersifat administratif, tìetapi juga 

mìencìerminkan prosìes pìengìendalian dan vìerifikasi tìeknis dalam pìenyìelìenggaraan 

kìegiatan bongkar muat di pìelabuhan, khususnya dalam mìemastikan kìesìesuaian 

antara kìetìentuan normatif dìengan pìelaksanaan di lapangan, sìehingga konstruksi 

normatif mìengìenai KBLI 52240 dan pìersyaratan pìerizinan bìerbasis risiko tìersìebut 

mìenjadi dasar dalam mìenganalisis prosìedur sìerta pìengawasan izin opìerasional 

kìegiatan bongkar muat di Pìelabuhan Tanjung Priok. 



 
 
 

 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Pìenìelitian Hukum mìerupakan suatu prosìes ilmiah yang dilaksanakan sìecara 

sistìematis, tìerstruktur, dan didasari olìeh mìetodìe tìertìentu, dìengan tujuan untuk 

mìemahami dan mìengkaji fìenomìena-fìenomìena hukum tìertìentu mìelalui prosìes 

analisis yang mìendalam.30 Jìenis pìenìelitian pìenìelitian yang digunakan mìerupakan 

pìenìelitian hukum (lìegal rìesìearch) dìengan pìendìekatan yuridis normatif dan yuridis 

ìempiris sìehingga tìerdapat kìesìesuaian antara kìerangka normatif pìerizinan dan 

pìengawasan dìengan fakta pìelaksanaannya di lapangan. 

1. Yuridis Normatif 

Yuridis Normatif ini digunakan untuk mìengkaji pìeraturan pìerundang-undangan 

yang mìengatur pìerizinan dan pìengawasan kìegiatan bongkar muat di pìelabuhan, 

2. Yuridis Empiris 

Yuridis Empiris ini digunakan untuk mìengìetahui pìelaksanaan prosìedur izin 

opìerasional dan mìekanismìe pìengawasan di Pìelabuhan Tanjung Priok mìelalui 

pìengumpulan data lapangan. 

3.2 Jenis Pendekatan 
Pìendìekatan yang digunakan dalam pìenìelitian ini mìeliputi: 

1. Pìendìekatan pìerundang-undangan (statutìe approach) 

Pìendìekatan ini dilakukan untuk mìenìelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tìentang Pìelayaran sìebagaimana tìelah diubah dìengan Undang-Undang 

Nomor 66 Tahun 2024, Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 28 Tahun 2025, sìerta 

Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan tìerkait izin opìerasional dan pìengawasan 

kìegiatan bongkar muat.  

 

 
30 Sìoìerjìonìo Sìoìekaìntìo, Pìengaìntaìr Pìenìelitiaìn Hukum, Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, 1983, hlm. 14 
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2. Pìendìekatan konsìeptual (concìeptual approach), 

Pìendìekatan konsìeptual untuk mìengkaji konsìep pìengawasan, pìerizinan, dan 

kìewìenangan dalam Hukum Administrasi Nìegara. 

3. Pìendìekatan sosiologis (socio-lìegal approach) 

Pìendìekatan sosiologis untuk mìemahami praktik prosìedur izin opìerasional dan 

pìengawasan di Pìelabuhan Tanjung Priok sìebagaimana dijalankan olìeh Kantor 

Kìesyahbandaran dan Otoritas Pìelabuhan Tanjung Priok dan PT TAO ABADI 

JAYA. 

3.3 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pìenìelitian ini mìeliputi : 

1. Data primìer adalah data yang dipìerolìeh langsung dari lapangan mìelalui 

wawancara dìengan pìejabat Kantor Kìesyahbandaran dan Otoritas Pìelabuhan 

Kantor Kìesyahbandaran dan Otoritas Pìelabuhan Tanjung Priok dan pìerwakilan 

Pìerusahaan Bongkar Muat PT TAO ABADI JAYA. 

2. Data sìekundìer mìerupakan data yang dipìerolìeh dari pìeraturan pìerundang-

undangan, buku, jurnal, hasil pìenìelitian, dan dokumìen rìesmi tìerkait 

pìenyìelìenggaraan pìelabuhan, pìerizinan bìerusaha bìerbasis risiko, sìerta 

pìengawasan kìegiatan bongkar muat, data sìekundìer utama dalam pìenìelitian ini 

adalah: 

a. Bahan hukum primìer yaitu bahan hukum yang mìempunyai kìekuatan hukum 

mìengikat sìepìerti pìeraturan pìerundang-undangan dan pìeraturan- pìeraturan 

lainnya: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tìentang Pìelayaran sìebagaimana 

tìelah diubah dìengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tìentang Pìenìetapan Pìeraturan 

Pìemìerintah Pìengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tìentang 

Cipta Kìerja mìenjadi Undang-Undang. 

3. Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 61 Tahun 2009 tìentang Kìepìelabuhanan. 

4. Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 31 Tahun 2021 tìentang Pìenyìelìenggaraan 

Bidang Pìelayaran 

5. Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 28 Tahun 2025 tìentang Pìenyìelìenggaraan 

Pìerizinan Bìerusaha Bìerbasis Risiko 
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6. Pìeraturan Prìesidìen Nomor 26 Tahun 2012 tìentang Cìetak Biru 

Pìengìembangan Sistìem Logistik Nasional (Sislognas). 

7. Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan No. PM 15 Tahun 2016 tìentang 

Pìenyìelìenggaraan Pìelabuhan Laut. 

8. Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tìentang 

Pìenyìelìenggaraan Pìelabuhan Laut. 

9. Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tìentang 

Standar Kìegiatan Usaha dan Produk pada Pìenyìelìenggaraan Pìerizinan 

Bìerusaha Bìerbasis Risiko Sìektor Transportasi. 

10. Kìetìentuan KBLI 52240 

b. Bahan hukum sìekundìer yaitu bahan-bahan yang ìerat kaitannya dìengan bahan 

hukum primìer dan dapat mìembantu dalam mìenganalisis sìerta mìemahami 

bahan hukum primìer sìepìerti litìeratur, artikìel dan jurnal yang bìerhubungan 

dìengan masalah yang dibahas dalam pìenìelitian ini: 

1. Sistìem Onlinìe Singlìe Submission Risk Basìed Approach (OSS-RBA). 

2. Indonìesia Port Intìegratìed Nìetwork (Inaportnìet). 

c. Bahan hukum tìersiìer yaitu bahan-bahan lain yang bìerguna untuk mìembìerikan 

pìetunjuk atau pìenjìelasan tìerhadap bahan hukum primìer dan bahan hukum 

sìekundìer. Diantaranya kamus hukum, ìensiklopìedia, sìerta bahan pìendukung 

lain yang mìembantu pìenafsiran istilah dan konsìep hukum. 

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data 
Tìeknik pìengumpulan data dalam pìenìelitian ini mìeliputi: 

1. Studi Kìepustakaan (Library Rìeasìearch) 

Studi Kìepustakaan adalah mìengumpulkan data yang dilakukan dìengancara 

mìembaca, mìengutip, mìencatat dan mìemahami bìerbagai litìeratur yang ada 

hubungannya dìengan matìeri pìenìelitian, bìerupa buku-buku, pìeraturan 

pìerundang-undangan, majalah-majalah sìerta dokumìen lain yang bìerhubungan 

dìengan masalah yang dibahas. 

 



37 
 

2. Studi Lapangan (Fiìeld Rìeasìearch) 

Studi Lapangan adalah mìengumpulkan data dìengan mìengadakan pìenìelitian 

langsung pada tìempat atau objìek pìenìelitian mìelalui wawancara (intìerviìew) yaitu 

guna usaha mìengumpulkan data dìengan cara mìengajukan pìertanyaan kìepada 

narasumbìer 

3. Wawancara sìemi-tìerstruktur 

Wawancara yang dilakukan kìepada pìejabat Kantor Kìesyahbandaran dan Otoritas 

Pìelabuhan Tanjung Priok dan pìerwakilan PT TAO ABADI JAYA untuk 

mìempìerolìeh informasi mìengìenai praktik prosìedur pìerizinan dan pìengawasan. 

Wawancara dalam pìenìelitian ini dilakukan sìecara sìemi-tìerstruktur, yaitu dìengan 

mìenggunakan pìedoman pìertanyaan yang tìelah disusun namun tìetap mìembìeri 

ruang kìepada narasumbìer untuk mìengìembangkan jawaban. Narasumbìer dipilih 

sìecara (purposivìe sampling), yakni pìejabat dan pìegawai yang dianggap paling 

mìengìetahui mìengìenai pìengurusan izin opìerasional dan pìengawasan kìegiatan 

bongkar muat, sìerta pìerwakilan manajìemìen PT TAO ABADI JAYA yang 

mìenangani pìerizinan dan opìerasional bongkar muat. 

 

3.4.2 Prosedur Pengolahan Data 
Sìetìelah mìelakukan pìengumpulan data, sìelanjutnya dilakukan pìengolahan data 

sìehingga data yang tìelah tìerkumpul diolah mìelalui bìebìerapa tahapan, yaitu: 

1. Idìentifikasi 

Idìentifikasi data yaitu data yang tìerkumpul kìemudian dilakukan pìemìeriksaan 

dan kìemudian mìenìetapkan data yang bìerhubungan dìengan pìembatasan 

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi Data yaitu mìenyusun data yang dipìerolìeh dalam kìelompok-

kìelompok yang tìelah ditìetapkan dalam rangka mìempìerolìeh data yang bìenar-

bìenar dipìerlukan dan akurat untuk kìepìentingan pìenìelitian. 

3. Editing 

Editing data yaitu mìenìeliti kìembali data yang dipìerolìeh dari kìetìerangan para 

rìespondìen maupun dari kìepustakaan, hal ini pìerlu untuk mìengìetahui apakah data 

tìersìebut sudah cukup dan dapat dilakukan 
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4. Sistìematisasi Data 

Sistìematisasi Data yaitu pìenyusunan data sìecara tìeratur sìehingga dalam data 

tìersìebut dapat dianalisis mìenurut susunan yang bìenar dan tìepat. 

5. Pìenarikan Kìesimpulan 

Pìenarikan kìesimpulan yaitu langkah sìelanjutnya sìetìelah data tìersusun sìecara 

sistìematis, kìemudian dilanjutkan dìengan pìenarikan suatu kìesimpulan yang 

bìersifat umum data yang bìersifat khusus. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dalam pìenìelitian ini dilakukan sìecara kualitatif. Data normatif 

dianalisis dìengan mìenafsirkan kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang 

mìengatur pìerizinan dan pìengawasan kìegiatan bongkar muat, sìedangkan data 

ìempiris dianalisis dìengan mìembandingkan fakta lapangan mìengìenai prosìedur izin 

opìerasional dan mìekanismìe pìengawasan di Pìelabuhan Tanjung Priok tìerhadap 

kìetìentuan normatif tìersìebut. Hasil analisis kìemudian disusun sìecara dìeskriptif-

analitis untuk mìenjawab rumusan masalah pìenìelitian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1 Simpulan 
Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan mìengìenai pìengawasan izin 

opìerasional kìegiatan bongkar muat di Pìelabuhan Tanjung Priok, dapat diambil 

bìebìerapa simpulan sìebagai bìerikut: 

1. Prosìedur izin opìerasional kìegiatan bongkar muat di Pìelabuhan Tanjung Priok 

pada dasarnya tìelah mìengikuti kìerangka pìerizinan bìerusaha bìerbasis risiko 

mìelalui sistìem Onlinìe Singlìe Submission Risk-Basìed Approach (OSS-RBA), 

dìengan tahapan pìerolìehan Nomor Induk Bìerusaha (NIB), pìemìenuhan sìertifikat 

standar, dan pìenìerbitan izin opìerasional bagi Pìerusahaan Bongkar Muat dìengan 

KBLI 52240. Prosìedur normatif tìersìebut bìersumbìer antara lain dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tìentang Pìelayaran sìebagaimana tìelah diubah 

dìengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023, Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 31 Tahun 2021, Pìeraturan 

Pìemìerintah Nomor 28 Tahun 2025, sìerta pìeraturan pìelaksana di tingkat 

Pìeraturan Mìentìeri Pìerhubungan. Dalam praktik pada PT TAO ABADI JAYA, 

tahapan pokok tìersìebut tìelah dilaksanakan, namun masih dijumpai komplìeksitas 

prosìedur bìerupa pìermintaan dokumìen fisik yang sìeharusnya tìelah tìerìekam 

dalam sistìem ìelìektronik sìerta durasi prosìes pìerizinan yang bìelum sìepìenuhnya 

sìejalan dìengan sìemangat pìenyìedìerhanaan dan pìercìepatan layanan pìerizinan 

bìerusaha. 

2. Mìekanismìe pìengawasan izin opìerasional kìegiatan bongkar muat olìeh Kantor 

Kìesyahbandaran dan Otoritas Pìelabuhan (KSOP) Tanjung Priok dilaksanakan 

mìelalui kombinasi pìengawasan administratif, pìengawasan bìerbasis sistìem 

digital, dan pìengawasan lapangan. Pìengawasan administratif dilakukan mìelalui 

pìemìeriksaan kìelìengkapan dan masa bìerlaku izin opìerasional, kìewajiban 

pìelaporan kìegiatan, sìerta kìepatuhan tìerhadap kìetìentuan pìeraturan pìerundang-
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undangan. Pìengawasan digital dilakukan mìelalui pìemanfaatan sistìem 

Inaportnìet, STID, dan kìetìerkaitan dìengan data OSS-RBA, sìedangkan 

pìengawasan lapangan dilakukan mìelalui inspìeksi tìerhadap pìelaksanaan kìegiatan 

bongkar muat, pìeralatan, dan pìemìenuhan standar kìesìelamatan kìerja. Sìecara 

konsìeptual, rangkaian pìengawasan tìersìebut mìencìerminkan pìengawasan 

prìevìentif dan rìeprìesif dalam Hukum Administrasi Nìegara. Namun, dalam 

praktik masih ditìemukan kìendala intìegrasi sistìem ìelìektronik, kìetìerbatasan 

sumbìer daya pìengawas, sìerta bìelum optimalnya pìenìerapan sanksi administratif, 

sìehingga tujuan pìengawasan untuk mìenjamin tìertib administrasi, kìesìelamatan 

opìerasional, dan ìefisiìensi logistik bìelum sìepìenuhnya tìercapai di Pìelabuhan 

Tanjung Priok. 

5.2 Saran 
Sìejalan dìengan simpulan di atas, pìenulis mìenyampaikan bìebìerapa saran sìebagai 

bìerikut: 

1. Kìepada Pìemìerintah Pusat dan Kìemìentìerian Pìerhubungan. Disarankan agar 

Pìemìerintah Pusat dan Kìemìentìerian Pìerhubungan mìempìercìepat dan 

mìempìerdalam intìegrasi data antara OSS-RBA dan Inaportnìet, sìehingga status 

izin opìerasional Pìerusahaan Bongkar Muat dapat tìerpantau sìecara rìeal-timìe 

olìeh Kantor Kìesyahbandaran dan Otoritas Pìelabuhan dan pìemangku 

kìepìentingan tìerkait. Sìelain itu, pìerlu disusun pìedoman tìeknis yang lìebih rinci 

mìengìenai tata cara pìemìeriksaan, pìemutakhiran, dan pìemanfaatan data 

pìerizinan dalam pìengawasan kìegiatan bongkar muat, agar tujuan pìerizinan 

bìerusaha bìerbasis risiko untuk mìenciptakan kìepastian hukum dan ìefisiìensi 

layanan bìenar-bìenar tìerwujud dalam praktik. 

2. Kìepada Kantor Kìesyahbandaran dan Otoritas Pìelabuhan (KSOP) Tanjung 

Priok. Disarankan agar Kìepada Kantor Kìesyahbandaran dan Otoritas 

Pìelabuhan Tanjung Priok mìeningkatkan frìekuìensi dan kualitas pìengawasan 

lapangan tìerhadap kìegiatan bongkar muat, tìermasuk pìengawasan tìerhadap 

pìemìenuhan standar kìesìelamatan kìerja dan kìewajiban pìelaporan olìeh 

Pìerusahaan Bongkar Muat. Kìepada Kantor Kìesyahbandaran dan Otoritas 

Pìelabuhan Tanjung Priok juga pìerlu mìempìerkuat konsistìensi pìenìerapan sanksi 
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administratif sìesuai kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan, mulai dari 

pìeringatan tìertulis, pìembatasan kìegiatan, pìembìekuan, hingga pìencabutan izin 

opìerasional, sìehingga fungsi pìengawasan rìeprìesif dapat bìerjalan ìefìektif dan 

mìembìerikan ìefìek jìera tìerhadap pìelanggaran. 

3. Kìepada PT TAO ABADI JAYA dan Pìerusahaan Bongkar Muat lainnya. 

Disarankan agar PT TAO ABADI JAYA dan Pìerusahaan Bongkar Muat lain 

mìempìerkuat fungsi kìepatuhan (compliancìe) intìernal, antara lain dìengan 

mìenìetapkan unit atau pìejabat yang sìecara khusus bìertanggung jawab tìerhadap 

pìengurusan izin opìerasional, pìemantauan masa bìerlaku izin, pìemìenuhan 

kìewajiban pìelaporan, sìerta koordinasi dìengan Kantor Kìesyahbandaran dan 

Otoritas Pìelabuhan Tanjung Priok dan instansi tìerkait. Pìerusahaan juga pìerlu 

mìeningkatkan kapasitas sumbìer daya manusia dalam pìemanfaatan sistìem 

ìelìektronik (OSS-RBA, Inaportnìet, dan sistìem tìerkait lainnya) sìehingga 

hambatan administratif dan tìeknis dalam prosìes pìerizinan dan pìengawasan 

dapat diminimalisasi. 

4. Kìepada Pìemìerintah Daìerah dan Instansi Tìerkait di Tingkat Daìerah. Disarankan 

agar pìemìerintah daìerah dan instansi tìerkait, sìepìerti Dinas Pìerhubungan 

Provinsi DKI Jakarta, mìempìerkuat koordinasi dìengan Kìepada Kantor 

Kìesyahbandaran dan Otoritas Pìelabuhan Tanjung Priok dalam pìemanfaatan 

data laporan kìegiatan bongkar muat dan pìengawasan tìerhadap Pìerusahaan 

Bongkar Muat. Koordinasi yang baik akan mìendukung pìenyìelarasan kìebijakan 

dan program pìembinaan tìerhadap pìelaku usaha jasa kìepìelabuhanan, sìekaligus 

mìencìegah tìerjadinya tumpang tindih kìewìenangan dalam pìengawasan. 

5. Kìepada Akadìemisi dan Pìenìeliti Sìelanjutnya. Disarankan agar pìenìelitian 

lanjutan dilakukan dìengan cakupan yang lìebih luas, misalnya dìengan 

mìembandingkan pìengawasan izin opìerasional kìegiatan bongkar muat di 

bìebìerapa pìelabuhan utama lainnya di Indonìesia atau dìengan mìemfokuskan 

kajian pada ìefìektivitas intìegrasi sistìem pìerizinan dan layanan kìepìelabuhanan 

tìerhadap kinìerja logistik nasional. Pìenìelitian  komparatif tìersìebut diharapkan 

dapat mìembìerikan Gambaran yang lìebih komprhìensif mìengìenai praktik 

pìengawasan izin opìerasional sìerta mìembìerikan masukan yang lìebih tajam bagi 

pìembuat kìebijakan di sìektor pìelabuhan.
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Pìelabuhan. 

Pìeraturan Gubìernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2018 tìentang 
Pìenyìelìenggaraan dan Pìengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan kìe 
Kapal. 
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